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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  KESIMPULAN 

1. Pengawasan Pemerintah Kota Ambon terhadap pengelolaan pajak 

penerangan jalan, belum ada pengawasan secara konkrit. Pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon hanya 

dalam bentuk evaluatif melalui rapat koordinasi bersama SKPD terkait 

(Dinas Pendapatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon). 

 Pengaturan mengenai pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2012 sudah sangat baik dan 

jelas. Hal ini dapat dilihat dari Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara 

Perhitungan Pajak serta Tata Cara Pemungutan Pajak yang tidak 

membingungkan dan tidak memberatkan masyarakat. 

2. Pertanggungjawaban hasil pungutan pajak penerangan jalan ke kas 

daerah dapat dikatakan bahwa penerimaan daerah dari pajak 

penerangan jalan sangatlah baik. Namun masalah seperti tidak 

dilampirkannya rekapitulasi penerimaan oleh PLN kepada 

PEMKOT pada saat melakukan penyetoran ke Kas Daerah belum 

dapat teratasi sampai saat ini. 
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B.  SARAN 

1. Dalam rangka mewujudkan Kas Daerah yang sehat serta pelayanan 

yang optimal terhadap penyediaan penerangan jalan kepada 

masyarakat Kota Ambon, Maka sangat dibutuhkan pengawasan secara 

langsung yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon (Wali 

Kota), agar masalah yang dihadapi seperti tidak dilampirkannya 

rekapitulasi penerimaan oleh PT. PLN (PERSERO) Area Ambon 

kepada Pemerintah Kota dan masalah seperti tidak berfungsinya  

penerangan jalan dengan baik dapat segera teratasi. 

2. Selain pengawasan secara langsung, masalah pertanggungjawaban 

pajak penerangan jalan ke Kas Daerah oleh PT. PLN (PERSERO) 

Area Ambon, Pemerintah Kota juga harus membuat langkah-langkah 

atau upaya strategis seperti dengan aplikasi khusus yang dapat 

memudahkan  PT. PLN (PERSERO) Area Ambon untuk melampirkan 

rekapitulasi penerimaan pada saat melakukan penyetoran ke Kas 

Daerah. 
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